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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan 

Pahandut  terhadap pelanggaran  Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legisatif di 

kecamatan Pahandut, dan untuk mengetahui hubungan PANWASLU Kecamatan dengan 

BAWASLU Kota Palangka Raya. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Peran Panwaslu Kecamatan Pahandut belum berjalan dengan baik. 

Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu 

Kecamatan Pahandut diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir. 

Panwaslu Kecamatan Pahandut  minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran 

yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan 

tugas mereka. Dalam pengawasan kampanye Panwaslu diketahui Panwaslu yang bertugas di 

lapangan jarang sekali memberikan laporan tentang keadaan di lapangan bahkan menurut 

masyarakat banyak permasalahan yang luput dari tindakan panwaslu Kecamatan. 

Kata Kunci: Peran, Panwaslu Kecamatan, Pemilu 

 

Abstract 
This study aims to determine the role of the Pahandut Sub-District Election Supervisory 

Committee on violations of the Presidential and Vice-Presidential Elections and Legislative 

Elections in Pahandut sub-district and to find out the relationship between PANWASLU Sub-

District and BAWASLU of Palangka Raya City. The method of this research is qualitative 

descriptive research. Qualitative descriptive research is a study that aims to describe and 

describe events and phenomena that occur in the field. Data collection is done through 

observation and interview techniques. The results of this study indicate that the role of 

Panwaslu in Pahandut District has not gone well. In updating the data it was found that the 

activities carried out by the Election Supervisory Committee of Pahandut Sub-district were 

sought optimally starting from the beginning of the election until the election ended. 

Panwaslu of Pahandut Sub-district requested that the regional government provide adequate 

budget support and personnel needed for election organizers to carry out their duties. In the 

oversight of the Panwaslu campaign, it was known that Panwaslu who were on duty in the 

field rarely gave reports on the conditions in the field, even according to the community, 

many problems escaped the actions of the District Election Supervisory Committee. 

Keywords: Role, District Panwaslu, Election. 
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LATAR BELAKANG MASALAH 

 Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 

menjadi indikator dalam sistem demokrasi 

karena rakyat dapat berpartisipasi dalam 

menentukan pilihan politiknya terhadap 

pemerintahan dan negaranya. Melalui 

pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya 

untuk duduk dalam parlemen maupun 

struktur pemerintahan. Dalam sejarah 

perjalanan bangsa Indonesia pemilu menjadi 

upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya 

demokrasi dan merealisasikan kedaulatan 

rakyat dengan prinsip jujur dan adil (jurdil) 

serta langsung, umum, bebas dan rahasia 

(luber).Pemilu juga menjadi sarana lima 

tahunan pergantian kekuasaan dan 

kepemimpinan nasional, dimana partai 

politik dapat saling berkompetisi untuk 

mendapatkan simpati rakyat dalam 

memperoleh kekuasaan politik (legislatif, 

eksekutif) yang legitimasinya sah secara 

undang-undang dan konstitusional. Sebagai 

pemegang kedaulatan, maka rakyat yang 

menentukan corak dan cara serta tujuan apa 

yang hendak dicapai dalam kehidupan 

kenegaraan. Hal ini menunjukkan 

bahwarakyat berkuasa secara independen 

atas dirinya sendiri (Nurtjahjo, 2006:14). 

Selain itu, pentingnya pemilu dalam negara 

demokrasi senada dengan tujuan 

penyelenggaraan pemilihan umum itu 

sendiri, yaitu membuka peluang untuk 

terjadinya pergantian pemerintahan 

sekaligus momentum untuk menguji dan 

mengevaluasi kualitas dan kuantitas 

dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan 

kekurangan pemerintah yang 

sedangberkuasa (Bisariyadi, et.al., 2012:55). 

 Indonesia akan menyelenggarakan 

Pemilu serentak pada 17 April 2019. 

Masyarakat Indonesia nantinya tidak hanya 

memilih Presiden dan Wakil Presiden tapi 

juga anggota legistaltif lainnya. pelaksanaan 

pemilu serentak ini adalah pertama kalinya 

dilakukan di Indonesia. Ini menjadi sejarah 

pemilu di Indonesia. 

 Selain mengatur Pemilihan Umum 

yang tercantum dalam Bab VIIB tentang 

Pemilihan Umum, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga 

mengatur pemilihan umum untuk 

Presiden/Wakil Presiden dan legislatif, 

yakni Pasal 6A mengatur mengenai 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 

Pasal 19 ayat (1) mengatur pemilihan 

anggota DPR, serta Pasal 22C ayat (1) yang 

mengatur pemilihan anggota DPD. 

 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut 

mengenai pemilu dilakukan dengan undang-

undang. Hal itu berarti kepentingan dan 

aspirasi rakyat juga diwadahi dan dijadikan 

pedoman dalam pembentukan undang-

undang melalui wakil-wakilnya di DPR. 

Ketentuan itu juga merupakan salah satu 
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pelaksanaan saling mengawasi dan saling 

mengimbangi antara Presiden dan DPR. 

 Penyelenggara pemilu menurut 

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum Pasal 1 adalah lembaga 

yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri 

atas Komisi Pemilihan Umum, Badan 

Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu 

kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

anggota Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah secara langsung oleh rakyat. 

 BADAN Pengawas Pemilihan Umum ( 

Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki 

kewenangan besar, tidak hanya sebagai 

pengawas, sekaligus sebagai eksekutor 

hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke 

depan, terbentang tantangan historis bagi 

Bawaslu untuk membuktikan peran dan 

eksistensi strategisnya mengawal pemilu 

yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. 

Reformasi politik pascareformasi melalui 

gerakan rakyat (people power) Mei 1998 

berhasil menumbangkan Orde Baru. Lahir 

dari kenyataan, bahwa selama rezim Orde 

Baru, rakyat Indonesia merasakan 

kekecewaan akibat praktik demokrasi 

prosedural. Hal itu seperti penyelenggaraan 

Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 

1997 yang tidak sesuai dengan asas dan 

prinsip pemilu demokratis. Dalam konteks 

Indonesia yang sedang membangun 

peradaban politik yang sehat, pelaksanaan 

pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara 

struktural dan fungsional yang kokoh 

berpotensi besar akan menimbulkan 

hilangnya hak pilih warga negara, maraknya 

politik uang, kampanye hitam, dan pemilu 

yang tidak sesuai aturan. Dampak lanjutan 

pemilu yang tidak berintegritas adalah 

timbulnya sengketa dan gugatan hasil 

pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang 

berbiaya tinggi, tetapi hanya akan 

menghasilkan pemimpin yang legalitas dan 

legitimasinya diragukan. Potensi bahaya 

selanjutnya adalah tumbuhnya konflik 

politik yang tidak berkesudahan. 

 Pemimpin amanah yang mampu 

mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. 

Salah satu fungsi Badan Pengawas 

Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah 

melakukan pengawasan tahapan dan 

pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat 

fungsi Bawaslu yang strategis dan 

signifikan, yakni bagaimana menghindari 

potensi pelanggaran pemilu muncul dengan 

menjalankan strategi pencegahan yang 

optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu 

melakukan penindakan tegas, efektif, dan 

menjadi hakim pemilu yang adil. Secara 

historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat 

mendorong dan memperkuat pengawasan 
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masyarakat dengan memberikan penguatan 

berupa regulasi, kewenangan, sumber daya 

manusia, anggaran, serta sarana dan 

prasarana. Agar berperan efektif, setiap 

laporan pengawasan dapat lebih tajam dan 

menjadi fakta hukum yang dapat 

ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi 

yang ada serta mampu memberikan efek jera 

bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran 

sehingga tujuan keadilan pemilu dapat 

tercapai. 

 Bawaslu harus hadir menjadi solusi 

terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan 

pengawasan dan penindakan atas berbagai 

pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh 

siapa pun, termasuk kepada penyelenggara 

pemilu karena mereka tidak luput dari 

potensi melakukan pelanggaran. Lembaga 

ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, 

tetapi sebagai eksekutor atau pemutus 

perkara. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 461 

ayat (1) UU No 7/2017, di mana Bawaslu, 

Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki 

wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, 

dan memutuskan pelanggaran administrasi 

Pemilu. Namun, seiring dinamika tinggi 

dalam masyarakat, pada sisi lain regulasi 

yang ada belum mampu mengakomodasi 

dinamika tinggi tersebut. Termasuk makin 

"canggihnya" modus dan bentuk 

pelanggaran serta kompetisi pemilu yang 

mulai tidak sehat, terutama penggunaan 

kampanye hitam, kampanye negatif dan 

"penyiasatan aturan" pelanggaran pemilu 

yang berpotensi menimbulkan beragam 

pelanggaran pemilu. Ke depan, Bawaslu 

harus mendorong partisipasi masyarakat 

secara optimal. Bawaslu harus mampu 

bekerja sinergis bersama seluruh elemen 

bangsa untuk mengawasi dan menegakkan 

hukum pemilu secara tegas dan adil. 

Keadilan pemilu dapat diwujudkan jika 

Bawaslu bekerja secara terbuka, 

profesional,imparsial, akuntabel, dan 

berintegritas. 

 Dalam melakukan upaya pencegahan, 

Bawaslu harus memiliki strategi 

pengawasan yang tepat berdasarkan 

pemahaman akan potensi pelanggaran yang 

dipotret dengan benar. Bawaslu juga harus 

peka memahami potensi timbulnya 

penggunaan isu suku, agama, ras, dan 

antargolongan (SARA) dalam proses 

pelaksanaan Pilkada 2018, Pemilu 2019, dan 

Pilpres 2019. Dari rangkaian pemilu dan 

pilkada yang pernah digelar selama ini, 

belum seluruh problematika pemilu dapat 

dipecahkan secara memuaskan oleh 

penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu. 

Masih terdapat beragam persoalan, misalnya 

pemutakhiran daftar pemilih, sistem pemilu, 

politik uang, akuntabilitas penyelenggaraan, 

netralitas aparatur sipil negara, serta 

integritas proses dan hasil pilkada, pemilu 

dan pilpres. Keberhasilan atau kegagalan 

pemilu, pilkada, dan pilpres sesungguhnya 
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ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. 

Oleh karena itu, Bawaslu harus mampu 

menjadi aktor yang menyinergikan seluruh 

potensi dalam mewujudkan pemilu yang 

demokratis dan bermartabat. 

 Badan Pengawas Pemilu ada di tingkat 

Pusat yang disebut BAWASLU RI, berada 

ditingkat Provinsi di sebut BAWASLU 

Provinsi yang berada ditingkat 

Kota/Kabupaten BAWASLU 

Kota/Kabupaten, tingkat Kecamatan disebut 

PANWASLU Kecamatan dan di tingkat 

Kelurahan/Desa di sebut PANWASLU 

Kelurahan. Tentunya semua mempunyai 

kewenangan yang berbeda sesuai 

tingkatannya. Dari hal diatas peneliti tertarik 

untuk menulis tentang kewenangan 

PANWASLU Kecamatan yang merupakan 

badan ad hoc terkait lebih khususnya 

mengenai peranan Panwaslu Kecamatan 

terhadap pelanggaran dalam Pemilu dan 

hubungan Panwaslu Kecamatan dengan 

Panwaslu Kota/Kabupaten dalam 

penyelenggaraan Pemilu. 

  

PEMBAHASAN 

 Peran ada apabila ada kedudukan, jadi 

peran merupakan aspek yang dinamis dari 

status atau aspek fungsional dari kedudukan. 

Bila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannnya sesuai dengan 

kedudukannya, berarti orang tersebut telah 

menjalankan perannya. Jadi peranan yang 

dimaksud adalah tingkah laku yang 

diharapkan dari seseorang yang mempunyai 

kedudukan. Stogli (Rosyid Ero, 1984:47) 

memandang konsep peranan sebagai 

pemikiran tentang yang diharapkan dari 

seseorang dalam posisi tertentu yang lebih 

dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu 

itu dari pada posisinya Sudarsono (1980:76) 

menyatakan bahwa peranan adalah 

keseluruhan hubungan perilaku sesorang 

dilihat dari fungsi organisasi. Sedangkan 

Soekamto (1982:55) memberi pengertian 

tentang peranan (role) merupakan aspek 

dinamis kedudukan (status), apabila 

seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka ia menjalankan suatu peranan, 

pembedaan antara kedudukan dan peranan 

adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, 

keduanya tidak dapat dipisahkan, karena 

yang satu tergantung pada yang lain dan 

sebaliknya, tak ada peranan tanpa ada 

kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, 

sebagaimana halnya dengan kedudukan, 

peranan juga mempunyai dua hal arti, 

seperti setiap orang mempunyai macam-

macam peranan yang berasal dari pola-pola 

pergaulan hidupnya. 

 Hal ini sekaligus berarti bahwa 

peranan menentukan apa yang diberikan 

oleh masyarakat kepadanya. Selanjtnya 

Yudistira (dalam Sukarno, 1972:85) 

menyatakan bahwa, teori peranan adalah 
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teori yang merupakan perpaduan berbagai 

teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain 

psikologi, teori peranan berawal dari dan 

masih tetap digunakan dalam sosiologi dan 

antropologi. Soedarsono (1980:98) 

mengatakan bahwa sesuai dengan situasi 

yang dihadapi, artinya sesuai dengan situasi 

dengan siapa ia sedang mengadakan 

interaksi, faktor yang menentukan peranan 

yang akan dilakukan dan ditentukan oleh: 

1. Norma yang berlaku dalam situasi 

interaksi yaitu sesuai dengan 

norma keseragaman pada 

kelompok/masyarakat dalam 

situasi yang sama.  

2. Apabila norma itu jelas, maka 

dapat dikaitkan adanya 

kemungkinan besar untuk 

menjalankanya.  

3. Apabila individu dihadapkan pada 

situasi lebih dari satu norma yang 

dikenalnya, maka ia berusaha 

untuk mengadakan kompromi dan 

modifikasi norma-norma. Artinya, 

peranan seseorang akan mengalami 

perubahan sesuai dengan keadaan, 

di samping itu juga ditentukan 

dengan adanya norma yang sama 

untuk dapat mengatur masyarakat 

yang sama, dan norma yang 

dipatuhi oleh masyarakat tersebut 

serta jika norma itu lebih dari satu, 

maka satu norma yang dipatuhi 

dari hasil kesepakatan bersama dan 

merupakan penggabungan dari 

norma-norma yang lain.  

 Kata “pengawasan” secara etimologi 

terdiri dari satu suku kata, yakni: “awas” 

yang berarti “dapat melihat dengan jelas; 

hati-hati (untuk peringatan)”, dengan 

imbuhan “pe” dan “an” di awal dan akhir 

suku kata sehingga membentuk kata 

“pengawasan” yang dapat diartikan sebagai 

“penilikan dan penjagaan; penilikan dan 

pengarahan kebijakan”. Sedangkan secara 

terminologi, kata “pengawasan” ini dalam 

determinan ilmu administrasi, tidak dapat 

dipisahkan dari kata perencanaan, sehingga, 

Sondang P. Siagian mendefinisikannya 

sebagai “proses pengamatan daripada 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi 

untuk menjamin agar supaya semua 

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya”. Dari definisi di atas, jelaslah 

bahwa kata “pengawasan” memiliki 

relevansi dengan fungsi-fungsi manajemen 

dalam ilmu administrasi, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa “tanpa rencana tidak 

mungkin dapat melakukan pengawasan; dus 

rencana tanpa pengawasan akan memberi 

peluang munculnya penyimpangan-

penyimpangan tanpa ada alat yang dapat 

dipergunakan untuk mencegahnya”. 

 Pemilu merupakan satu-satunya 

prosedur demokrasi yang melegitimasi 
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kewenangan dan tindakan para wakil rakyat 

untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu 

adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi 

kekuasaan. Pemilu juga satu-satunya cara 

untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa 

melalui kekerasan (chaos) dan kudeta. 

 Melalui pemilu rakyat dapat 

menentukan sikap politiknya untuk tetap 

percaya pada pemerintah lama, atau 

menggantikannya dengan yang baru. 

Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana 

penting dalam mempromosikan dan 

meminta akuntabilitas dari para pejabat 

public. Melalui pemilu diharapkan proses 

politik yang berlangsung akan melahirkan 

suatu pemerintahan baru yang sah, 

demokratis dan benar-benar mewakili 

kepentingan masyarakat pemilih. 

 Pemilu dapat dikatakan demokratis 

jika memenuhi beberapa prasyarat dasar. 

Tidak seperti pada masa rezim orde baru 

dimana pemilu seringkali disebut sebagai 

‘demokrasi seolah-olah’, pemilu yang 

sedang berlangsung sekarang sebagai pemilu 

reformasi harus mampu menjamin tegaknya 

prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. 

Setidak-tidaknya, ada 5 (lima) parameter 

universal dalam menentukan kadar 

demokratis atau tidaknya pemilu tersebut, 

yakni (Modul Pengawasan, Bawaslu, 2009 : 

7-8): 

1. Universalitas (Universality)  

Karena nilai-nilai demokrasi 

merupakan nilai universal, maka 

pemilu yang demokratis juga harus 

dapat diukur secara universal. 

Artinya konsep, sistem, prosedur, 

perangkat dan pelaksanaan pemilu 

harus mengikuti kaedah-kaedah 

demokrasi universal itu sendiri. 

2. Kesetaraan (Equality) Pemilu yang 

demokratis harus mampu 

menjamin kesetaraan antara 

masing-masing kontestan untuk 

berkompetisi. Salah satu unsur 

penting yang akan mengganjal 

prinsip kesetaraan ini adalah 

timpangnya kekuasaan dan 

kekuatan sumberdya yang dimiliki 

kontestan pemilu. Secara 

sederhana, antara partai politik 

besar dengan partai politik kecil 

yang baru lahir tentunya memiliki 

kesejnjangan sumberdaya yang 

lebar. Oleh karena itu, regulasi 

pemilu seharusnya dapat 

meminimalisir terjadinya political 

inequality. 

3. Kebebasan (Freedom) Dalam 

pemilu yang demokratis, para 

pemilih harus bebas menentukan 

sikap politiknya tanpa adanya 

tekanan, intimidasi, iming-iming 

pemberian hadiah tertentu yang 

akan mempengaruhi pilihan 

mereka. Jika hal demikian terjadi 
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dalam pelaksanaan pemilu, maka 

perlakunya harus diancam dengan 

sanksi pidana pemilu yang berat. 

4. Kerahasiaan (Secrecy) Apapun 

pilihan politik yang diambil oleh 

pemilih, tidak boleh diketahui oleh 

pihak manapun, bahkan oleh 

panitia pemilihan. Kerahasiaan 

Kerahasiaan sebagai suatu prinsip 

sangat terkait dengan kebebasan 

seseorang dalam memilih. 

5. Transparansi (Transparency) 

Segala hal yang terkait dengan 

aktivitas pemilu harus 

berlandaskan prinsip transparansi, 

baik KPU, peserta pemilu maupun 

Pengawas Pemilu. Transparansi ini 

terkait dengan dua hal, yakni 

kinerja dan penggunaan 

sumberdaya. KPU harus dapat 

meyakinkan public dan peserta 

pemilu bahwa mereka adalah 

lembaga independen yang kan 

menjadi pelaksana pemilu yang 

adil dan tidak berpihak (imparsial). 

Pengawas dan pemantau pemilu 

juga harus mampu menempatkan 

diti pada posisi yang netral dan 

tidak memihak pada salah satu 

peserta pemilu. Sementara peserta 

pemilu harus dapat menjelaskan 

kepada public darimana, berapa 

dan siapa yang menjadi donator 

untuk membiayai aktifitas 

kampanye pemilu mereka. 

Bagaimana system rekrutmen 

kandidat dan proses regenarasi 

politik yang ditempuh sehingga 

semua pihak memiliki peluang 

yang sama untuk dipilih sebagai 

kandidat wakil rakyat. 

 Tugas, wewenang, dan kewajiban 

Panwaslu Kecamatan (Panwascam) 

berpedoman pada ketentuan Pasal 105, pasal 

106, dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

 Panwascam memiliki tugas sesuai 

Pasal 105: 

1. Melakukan pencegahan dan 

penindakan di wilayah kecamatan 

terhadap pelanggaran Pemilu, yang 

terdiri atas: 

a. mengidentilikasi dan 

memetakan potensi 

pelanggaran Pemilu di wilayah 

kecamatan, 

b. mengoordinasikan, melakukan 

supervisi, membimbing, 

memantau, dan mengevaluasi 

Penyelenggaraan Pemilu di 

wilayah kecamatan, 

c. melakukan koordinasi dengan 

instansi pemerintah daerah 

terkait, 
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d. meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengawasan 

Pemilu di wilayah kecamatan, 

e. menyampaikan hasil 

pengawasan di wilayah 

kecamatan kepada Bawaslu 

melalui Bawaslu Provinsi dan 

Bawaslu kabupaten/Kota atas 

dugaan pelanggaran kode etik 

Penyelenggara Pemilu dan/atau 

dugaan tindak pidana Pemilu di 

wilayah kecamatan, 

f. menginvestigasi informasi awal 

atas dugaan pelanggaran 

Pemilu di wilayah kecamatan, 

g. memeriksa dan mengkaji 

dugaan pelanggaran Pemilu di 

wilayah kecamatan dan 

menyampaikannya kepada 

Bawaslu Kabupaten/ Kota. 

2. Mengawasi pelaksanaan tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu di 

wilayah kecamatan, yang terdiri 

atas: 

a. pemutakhiran data pemilih, 

penetapan daftar pemilih 

sementara dan daftar pemilih 

tetap, 

b. pelaksanaan kampanye, 

c. logistik Pemilu dan 

pendistribusiannya, 

d. pelaksanaan pemungutan dan 

penghitungan suara hasil 

Pemilu di TPS, 

e. pergerakan surat suara, berita 

acara penghitungan suara, dan 

sertilikat hasil penghitungan 

suara dari TPSI sampai ke 

PPK, 

f. pengawasan rekapitulasi suara 

di tingkat kecamatan, 

g. pergerakan surat tabulasi 

penghitungan suara dari tingkat 

TPS sampai ke PPK, dan 

h. pelaksanaan penghitungan dan 

pemungutan suara ulang, 

Pemilu lanjutan, dan Pemilu 

susulan. 

3. Mencegah terjadinya praktik 

politik uang di wilayah kecamatan. 

4. Mengawasi netralitas semua pihak 

yang dilarang ikut serta dalam 

kegiatan kampanye sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini 

di wilayah kecamatan. 

5. Mengawasi pelaksanaan 

putusan/keputusan di wilayah 

kecamatan, yang terdiri atas: 

a. putusan DKPP, 

b. putusan pengadilan mengenai 

pelanggaran dan sengketa 

Pemilu, 



Morality : Jurnal Ilmu Hukum  Juni 2019, Volume 5 Nomor 1 
 

46 
PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILU  KECAMATAN TERHADAP PELANGGARAN PEMILU DI KECAMATAN 

PAHANDUT PALANGKA RAYA 
 
Eny Susilowati 

c. putusan/keputusan Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten / Kota, 

d. keputusan KPU, KPU Provinsi, 

dan KPU Kabupaten/Kota, dan 

e. keputusan pejabat yang 

berwenang atas pelanggaran 

netralitas semua pihak yang 

dilarang ikut serta dalam 

kegiatan kampanye 

sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini; 

6. Mengelola, memelihara, dan 

merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal 

retensi arsip sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi 

Penyelenggaraan Pemilu di 

wilayah kecamatan. 

8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu 

di wilayah kecamatan 

9. Melaksanakan tugas lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Wewenang Panwaslu Kecamatan 

 Pada Pasal 106 disebutkan, Panwaslu 

Kecamatan berwenang: 

1. menerima dan menindaklanjuti 

laporan yang berkaitan dengan 

dugaan pelanggaran terhadap 

pelaksanaan peraturan, 

2. memeriksa dan mengkaji 

pelanggaran Pemilu di wilayah 

kecamatan serta 

merekomendasikan hasil 

pemeriksaan dan pengkajiannya 

kepada pihak-pihak yang diatur 

dalam Undang-Undang ini, 

3. merekomendasikan kepada instansi 

yang bersangkutan melalui 

Bawaslu Kabupaten/Kota 

mengenai hasil pengawasan di 

wilayah kecamatan terhadap 

netralitas semua pihak yang 

dilarang ikut serta dalam kegiatan 

kampanye sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini, 

4. mengambil mengambil alih 

sementara tugas, wewenang, dan 

kewajiban Panwaslu Kelurahan/ 

Desa setelah mendapatkan 

pertimbangan Bawaslu 

Kabupaten/Kota, jika Panwaslu 

Kelurahan/ Desa berhalangan 

sementara akibat dikenai sanksi 

atau akibat lainnya sesuai dengan 

ketenturan peraturan perundang-

undangan, 

5. meminta bahan keterangan yang 

dibutuhkan kepada pihak terkait 

dalam rangka pencegahan dan 
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penindakan pelanggaran Pemilu di 

wilayah kecamatan, 

6. membentuk Panwaslu 

Kelurahan/Desa dan mengangkat 

serta memberhentikan anggota 

Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan 

memperhatikan masukan Bawaslu 

Kabupaten/Kota, 

7. mengangkat dan memberhentikan 

Pengawas TPS, dengan 

memperhatikan masukan Panwaslu 

Kelurahan/Desa, dan 

8. melaksanakan wewenang lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Kewajiban Panwaslu Kecamatan 

 Panwascam memiliki kewajiban 

sebagaimana diatur dalam Pasal 107: 

1. bersikap adil dalam menjalankan 

tugas dan wewenangnya, 

2. melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan 

harga pengawas Pemilu pada 

tingkatan di bawahnya, 

3. menyampaikan laporan hasil 

pengawasan kepada Bawaslu 

Kabupaten/Kota sesuai dengan 

tahapan Pemilu secara periodik 

dan/atau berdasarkan kebutuhan, 

4. menyampaikan temuan dan laporan 

kepada Bawaslu Kabupaten/Kota 

berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran yang dilakukan oleh 

PPK yang mengakibatkan 

terganggunya penyelenggaraan 

tahapan Pemilu di tingkat 

kecamatan, dan 

5. melaksanakan kewajiban lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Hubungan PANWASLU Kecamatan 

dengan BAWASLU Kota/Kabupaten. 

 Ada wewenang baru yang dibebankan 

kepada anggota Panitia Pengawas Pemilu 

(Panwaslu) Tingkat Kecamatan, berdasarkan 

Undang-undang (UU) No 7 tahun 2017. 

Yakni terkait adanya dugaan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan 

penyelenggaraan pemilihan. Di mana 

Panwaslu Kecamatan, kini tidak lagi 

menyampaikan laporannya kepada 

BAWASLU Kabupaten/ Kota. 

 Sesuai dengan UU No 7 tahun 2017, 

sifatnya Panwaslu Kecamatan langsung 

putusan, bukan lagi rekomendasi. Jadi, kalau 

ada temuan, Panwaslu Kecamatan itulah 

yang memproses. Dalam artian, Panwaslu 

Kecamatan meneruskan temuan dan laporan 

dugaan pelanggaran terhadap tahapan 

penyelenggaraan Pemilu kepada instansi 

yang berwenang. Kalau dulu, Panwaslu 

Kecamatan sifatnya cuma meregister. 

Sekarang itu tadi, mereka bisa memproses. 

Disini, Panwaslu Kecamatan punya 

kewenangan yang sama dengan BAWASLU 
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Kota/Kabupaten. Sekarang temuan dan 

laporan itu bisa langsung ke Panitia 

Pemilihan Kecamatan (PPK).  Untuk durasi 

waktu proses penanganan pelanggaran itu, 

menggunakan sistem 3 + 2. Jika dalam tiga 

hari tidak terpenuhi,  ditambah dua hari 

untuk menentukan putusan. Jadi totalnya, 

lima hari. 

 Pelanggaran yang berkaitan dengan 

pidana Pelanggaran yang berkaitan dengan 

pidana, itu balik ke Gakkumdu. Panwaslu 

Kecamatan sifatnya hanya berkoordinasi 

dengan BAWASLU Kota/ Kabupaten, 

dalam hal itu, Panwaslu Kabupaten hanya 

fasilitator. bahwa kewenangan-kewenangan 

Panwaslu Kecamatan tersebut diatas 

bertujuan tak lain supaya demokrasi berjalan 

baik. 

KESIMPULAN 

 Dalam menjalankan tugas dan 

wewenang mengawasi setiap tahapan 

pemilu, apa yang dilakukan Panitia 

Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebetulnya 

tidak jauh berbeda dengan apa yang 

dilakukan pemantau pemilu atau pengamat 

pemilu, yakni sama-sama mengkritik, 

menghimbau, dan memproses apabila 

terdapat hal yang menyimpang dari undang-

undang. Namun terkait dengan penanganan 

kasus-kasus dugaan pelanggaran pemilu, 

maka disini terdapat perbedaan yang 

fundamental, karena pengawas pemilu 

menjadi satu-satunya lembaga yang berhak 

menerima laporan, dengan kata lain 

Panwaslu merupakan satu-satunya pintu 

masuk untuk penyampaian laporan 

pelanggaran pemilu. Selain itu pula 

Panwaslu juga satu-satunya lembaga yang 

mempunyai kewenangan untuk melakukan 

kajian terhadap laporan atau temuan dugaan 

pelanggaran pemilu untuk memastikan 

apakah hal tersebut benar-benar 

mengandung pelanggaran. 
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